WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN

Menimbang

KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelembagaan

partai politik dan pendidikan politik bagi anggota
partai politik serta masyarakat, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Madiun
dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan

kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di

Kota Madiun;



Mengingat
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. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata  Cara  Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020;

. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

_ Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2019

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di
Kota Madiun;



Memperhatikan

Menetapkan
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Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2022
Nomor: 213/5102/209.2/2022 Perihal Permohonan
Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Madiun Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik di Kota Madiun (Berita Daerah Kota
Madiun Tahun 2019 Nomor 34/G) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

(2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) penghitungannya
berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah
hasil Pemilu DPRD.

(3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada hasil penghitungan suara sah
Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.



il

(4) Besaran nilai bantuan per suara untuk partai
politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebut ditetapkan sebesar Rp. 8.500 (delapan
ribu lima ratus rupiah) per suara sah.

(5) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dinaikkan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah
mendapatkan persetujuan Gubernur.

2. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24A

Besaran nilai bantuan per suara untuk partai
politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,
Salinan sesuai dengan aslinya
ttd a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. o
Pembina Utama Madya Kep ian Hukum

NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 74/6G

I WIBOWO, SH

ha Tingkat I
17 199602 1 001
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